BADAN
KEAHLIAN

S/ \=—=

’f;% nnnnnnn

N

PERJANJIAN KINERJA 2024



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPR RI
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selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Desember 2023
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

N

msul, S.H., M.Hum.
199003 1 007

NIP. 19661714 199703 1 001 ~ NIP. 19650
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) 4)
1 | Terpenuhinya kepuasan Indeks kepuasan Anggota DPR RI 3,31
Anggota DPR RI atas dukungan atas Layanan Badan Keahlian DPR
BK DPR RI RI
2 | Terwujudnya tata kelola | 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB
pemerintahan di Badan di lingkup Badan Keahlian (80,00)
Keahlian yang berkualitas
Nilai IKPA Badan Keahlian 96
- Revisi DIPA 9,60
- Deviasi Halaman Il DIPA 19,20
- Penyerapan Anggaran 24,00
- Penyelesaian Tagihan 14,40
- Capaian Output 28,80
" Program Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp50.836.560.000,00

~ Sekretaris Jenderal,

Jakarta, 6 Desember 2023
Kepala Badan Keahlian,




SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM

selanjutnya disebut pihak pertama
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Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. =8

Jabatan : Kepala Badan Keahlian
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Lidya Suryahi Widayati, S.H., M.H.
NIP. 19700429 199803 2 001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) 2) (3) (4)
t. Terlaksananya Dukungan Persentase Undang-Undang yang 100%
Penyusunan Naskah ditetapkan dan dilengkapi Naskah
Akademik dan Draf RUU Akademik dan Kajian Rancangan Undang-
terkait dengan Pelaksanaan Undang
Fungsi Legislasi DPR RI
dalam Perancangan | 2. Persentase Rancangan Undang-Undang| 100%
Undang-undang Bidang yang Memiliki Awal Naskah Akademik,
Politik, Hukum dan Hak Draft Rancangan Undang-Undang dan
Asasi Manusia Kajian Rancangan Undang-Undang
Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas 3,28
Layanan Pusat Perancangan Undang-
Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM
Nilai IKPA Pusat Perancangan Undang- 96
Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM
- Revisi DIPA 9,60
~ Deviasi Halaman Il DIPA 19,20
- Penyerapan Anggaran 24,00
- Penyelesaian Tagihan 14,40
- Capaian Output 28,80
. Persentase Realisasi Anggaran 98%
Program Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp17.372.705.000,00

““NIP. 1965071099003 1 007

Kepala Badan Keahlian,

Jakarta, 6 Desember 2023

NIP. 19700429 199803 2 001

cangan Undang-Undang
, Hukum, dan HAM,
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SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka -

pemberian penghargaan dan sanksi.

= Jakarta, 6 Desember 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertania,

Wiwin Sri Rahyani, $.H., M.H.
NIP. 19790119 200212 2 002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) 4)
t. Terlaksananya Dukungan . Persentase Undang-Undang yang 100%
Penyusunan Naskah ditetapkan dan  dilengkapi Naskah
Akademik RUU dan Draf Akademik dan Kajian Rancangan Undang-
RUU, serta Pembahasan Undang
RUU terkait dengan
Pelaksanaan Fungsi | 2. Persentase Rancangan Undang-Undang| 100%
Legislasi DPR RI dalam yang Memiliki Awal Naskah Akademik,
Perancangan Undang- Draft Rancangan Undang-Undang, dan
Undang Bidang Ekonomi, Kajian Rancangan Undang-Undang
Keuangan, Industri,
Pembangunan, dan | 3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas 3,28
Kesejahteraan Rakyat. Layanan Pusat Perancangan Undang-
Undang Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, Pembangunan, dan
Kesejahteraan Rakyat
. Nilai IKPA Pusat Perancangan Undang 96
Undang Bidang Ekonomi, Keuangan,
Industri, Pembangunan, dan
Kesejahteraan Rakyat
- Revisi DIPA 9,60
- Deviasi Halaman IlI DIPA 19,20
- Penyerapan Anggaran 24,00
- Penyelesaian Tagihan 14,40
- Capaian Qutput 28,80
. _Persentase Realisasi Anggaran 98%

Program

Anggaran

Program Dukungan Manajemen

Rp6.891.995.000,00

s

Kepala Badan Keahlian,

Jakarta, 6 Desember 2023

Plt. Pusat Perancangan Undang-Undang

Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,

Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat,

é

Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
NIP. 19790119 200212 2 002




SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpélran dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E, M.S.E.
Jabatan : Plh. Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Desember 2023

Pihak Kedua, PipakPertama,

Dr. Inosenti
NIP. 196

amsul, S.H., M.Hum. Dr. Ari Mulianta G
0 199003 1 007 NIP. 198105
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
) @ @) )
1. Meningkatnya Kualitas | 1. Persentase Analisis/ Referensi/ Laporan | 100%
Analisis dalam tentang APBN yang dimanfaatkan oleh
Penyusunan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Penetapan Anggaran serta Indonesia
Pelaksanaan dan
Pengawasan  Keuangan | 2. Persentase Ringkasan/ | 100%
Negara terkait dengan Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas
Pelaksanaan Fungsi Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang
Anggaran dan  Fungsi dimanfaatkan oleh DPR Rl
Pengawasan DPR Rl
Indeks Kepuasan Anggota DPR Rl atas | 3,30
Layanan Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara
. Nilai IKPA Pusat Analisis Anggaran dan 96
Akuntabilitas Keuangan Negara
- Revisi DIPA 9,60
- Deviasi Halaman [ll DIPA 19,20
- Penyerapan Anggaran 24,00
- Penyelesaian Tagihan 14,40
- Capaian Output 28,80
. _Persentase Realisasi Anggaran 99%
Program Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp6.765.474.000,00

Kep Bada‘h Keahlian,

Jakarta, 6 Desember 2023
Plh. Kepala Pusat Analisis Anggaran dan

NIP. 108105022005121 503

s Keuangan Negara,




SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
Jabatan : Kepala Pusat Analisis Keparlemenan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Desember 2023

ihak Kedua, Pihak Pert%n

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
NIP. 19720511 199003 1 003

: NIP. 1965071 1990031 007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) )
1 | Terlaksananya analisis Persentase hasil analisis | 100%

substantif  legislatif  terkait
dengan pelaksanaan Fungsi
Legislasi, Anggaran,
Pengawasan DPR dan peran
diplomasi  serta  kebijakan
pimpinan

keparlemenan, isu sepekan, info
singkat, Parliamentary Review, jurnal,
buku, dan Prociding seminar yang
dimanfaatkan oleh DPR RI

. Indeks kepuasan Anggota DPR RI 3,29

atas Layanan Pusat Analisis
Keparlemenan
. Nilai IKPA Pusat Analisis 96
Keparlemenan
- Revisi DIPA 9,60
- Deviasi Halaman il DIPA 19,20
- Penyerapan Anggaran 24,00
- Penyelesaian Tagihan 14,40
- Capaian Output 28,80
. Persentase Realisasi Anggaran 98%

Program

Anggaran

Program Dukungan Manajemen

Rp14.050.751.000,00

Kebala Badan Keahlian,

Jakarta, 6 Desember
Kepala Pusat Analis@(

Achmad Sani Alhusain, S.E.. M.A.
NIP. 19720511 199003 1 003




SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

710 199003 1 007

NIP. 19711 111996031001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Terlaksananya dukungan | 1. Persentase Kajian dan Evaluasi| 100%
Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang-Undang Undang untuk Mendukung  Fungsi

Pengawasan Pelaksanaan Undang-
Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

2. Persentase Dukungan Pemantauan | 100%
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
untuk mendukung fungsi Pengawasan
Pelaksanaan Undang-Undang Dewan
Perwakilan Rakyat Republik indonesia

3. Persentase Analisis dan Evaluasi Undang-| 100%
Undang berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi untuk mendukung Fungsi
Pengawasan Pelaksanaan Undang-
Undang dan Fungsi Legislasi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan 3,26
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas
Dukungan Penanganan Perkara di
Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang

5. Nilai IKPA Pusat Pemantauan 96
Pelaksanaan Undang-Undang

- Revisi DIPA 9,60

- Deviasi Halaman il DIPA 19,20

- Penyerapan Anggaran 24,00

- Penyelesaian Tagihan 14,40

- Capaian Qutput 28,80

6. Persentase Realisasi Anggaran 98%

Program Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp5.755.635.000,00

Jakarta, 6 Desember 2023
a Badan Keahlian, Plt. Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksaf)aan Undang-Undang,

Kep:

NIP. 196010 1990031007 NIP. 197111111996031001 —




